INAN

L
No.b6/B3

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT |

SURABAYA

2=5=1982,

MENIMB. NG

MENG INGAT

PERATURAN DAERAH KOTAMATYA DAERAH TINOKAY II SURABAYA

NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG

IJIN TRAYEK BAGY KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN PENUMPANG

UMUM DalaAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
IENGAN RAHMAT TUHAN YAND MAH) ESE
WALIKOT:MADY: KEPLLA DAERLH TINGK:T ITI SUR.LBAYA

$ Bzhwa dalam rangka usaha peningkatan ketertiban dan kelancaran lalu
lintas yang sesuai dengan ketenfuan peraiuran perundangan yang ber—
laku, perlu ditetapkan tata oara perijinan, besarnya retribusi ser—
ta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungzan dengan trayek kendaraw
an bermotor angkutan permumpang unum dalam Kotamadye Dasrah Tingkat
II Surgbaya dengan memangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

t 1. Undang-=undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok~pokok Pemerinbtgh-

an di Daerah ;

2¢ Undang-undang Nomur 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Ko—
ta Besar dalam lingkungan Prupinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Java =
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor
2 tahun 1965 ;

3+ Undang-undang Nomor 12 Darurat tahun 1957 tentang Peraturan Unum
Retribusi Daerah juncto Undang-undang Nomor 1 tahun 1961 ;

4o Undang-undang Nomor 3 itzhun 1955 tentzng Lalu Lintas dan ingkutan
Jalan Raya ;

5« Peraturan Dserah Num>r 2 tahun 1979 tentang Struktur Organisasi
dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kotamadys Daerak Tingkat II Su~
rebayae

Demgan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat IX

Surabaya.

MENETAPKLN

t PER.ITURLN DiER.LH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Ijin
Trayek Bagi Kendaraan Bermotour Angkutan Penumpang
Umum dalam Kotamadya Deerah Tingkat II Surabaya.



Dalam Persturan Daerah ini yang
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KETENTUAN UMUM

Fasal

Pemerintah Vaeran
Kepalr Dosrah

Perusohaan angkutan penwn-

pahg umum

Kendnraan bermutur

Trayak

Ijin

Pemegang Ijin
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1

dimnksud dengan istilsh 3
ialah Pemerintnsh Kotsmesdya Daerah Tingkst IX
Surzbaya 3
ialsh Walikotamsdya Kepala Dpereh Tingkat II
Surabaya j
ialah seitisp ussha peroramgan maupun Bedan -
Hukum yang mewyelenggarakan ywsaha dibidang
peker jnan ponronsiutan arang otcu poumpnng
yong nenggunclen kendernan bermotor wmum do—
ngan ronerire pembayaran
ialah setirp kendarnan yong digerakksn cleh
peralatan tchnik y-ng terdepat pada kendarsan
itu, yang biasanya dipergunakan untuk mengnng
kut nrang atnu bareng dijalan selain deri pa
da kendaraab yang berjalen diatas vel ;
ialsh rute atau lyn yang telah ditetapkan un
tuk dilalui setinp kendarasn bermotor (psngkal
an/Sub Terminnl/terminal tempst permulaan /
berangkat dan tujuan/pangkalan/sub termingl
yang telak ditetapkan) didalam Kotemadya Dag
rah Tingkat II Sursbaya
ialah Surat- Ijin Trayek Kendaraan Bermotor ;
angkutan Pernumpang Unum 3
ielah oramg stau Badan Hukum yang telah mem—
peroleh Ijin dengon tertulis dari Kepala Dag
rah atau Pejebat yang ditunjuk olehnya.

II

KETENTULN PERIJINAN

Pasal

2

(1) Untuk melaXukan perusshaan angkutan penumpang umum dalam Kotamadys Deerah

(2)

(1)

Tingket II Surabaya setiap pengussha kendsraan bermotor angkutzn umum d4i

wz jibkan memiliki Ijin ;

Ijin dimaksud pads ayat (1) pasal ini dikeluarkan rleh Kepala Deerah ztau

Pejnbat yang ditunjuk olehnya,.

Paual

3

Surat Permohonan untuk mendapatkan Ijin tersebut dnlam Pasal 2 Peraturan
De=rah ini diajukan kepada Kepala Daerah dengsn dilsmpiri :

ne Frkiur kendaraan atou STNKB 3

be Kertu Tanda Fenduduk atau Kartu Susunen Keluarga (foto copy) ;

ce Png foto terbaru sebanysk 3 {tiga) lembar ukursn 3 x 4 Cm2 ;

de Surst Ijin angkutan pemumpang umum dzlmm Kota j

a. Suret tanda uji kendaraan .



(2)

(3)

{1)

(2)

(1)

-3~

Surct normohonan untuk pembasharuan Ijin, disamping harus dilampiri
denren syarat—syarat tersebut dslam pesal 3 zyat (1) passl ini ha-
ruz dilempiri
2. Surct T8nda Nomor Kendsraan Bermotor (STVEB) 3
b, Ijin yens masih berlslu g
¢, Surat Ijin Uszha Angkutan kendsrsen hermotor penumpang umun
ds Surat Tonda Uji kenderasan yang mosih berlaku g
e. Buret Ijin sngkutan penumpang wwn dnlzm kota jenis pik-up 3
Untuk setisrp pengeluaran Ijin atag d s r permohonan dimaksud pada
ayat (1) den ayat (2) peeal ini diken:ksn pungutan retribusi.

BADB 1T

KETENTUAN RETRIDUSI

Pasal 4
Beszrnya retribusi Ijin bagi setiap kendarazn bermotor angkutocn pe
nuwupoing wran ditetapkan, sehesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) getiap
bulrn, dipungut sesusl dengan masa berlakunya Surat Uji Kendarsen 3
Pembaysren retribuei tersebut pade eyat (1) pasal ini, dilakukan
berszia~g-ina dengan pemberian Ijin.

Ba 3B IV

KETENTUAY AsA TERLAKU TJIN

Pasal 5
Ijin se®: crimena dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini hanyn
berizlu sesuri dengan mama uji atau keur derdi DLLAJR (Dinas lLelu
Lintss den Angkutan Jalan Raya) Wileyeh Sursbaya Kota untuk setiap
kendareen yang dimohonkan g

Permohonan pembaharusn Ijin harus diajulken selambat~lambatnys 1 (s%
tu) bulan sebelum berakhirnya Ijin yang lama,

BaAB ¥
KETENTUAY PENOLAKAN PERMOLIONAN IJIT

Pasal 6

Penolalan permohonan Ijin sebagaimana dimclsud dalam pasal 3 Peraturan

Deerah ini dilakukan apabila :

S
b.

Ce
de

Kepnla Dmerah keberatan karena alasen kesmainan dan ketertiban
Pamohon $id:ik depat memetuhi syarat-sye.rat sebagaimuna dimakspd do-
lam pogul 3 dan syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Kepela .
rzh 3

Pemohon memberi keteraonsan pelgu ¢

Kepals Doerah mengangeap pengussha tidclk sanggup mengendalikan per—
usahcanny. menurut ketentuasn-ketentuvan yang berlaku.



-

B4A3B VI
"BTENTUAN BATAL ATAU TIDAK BERLAKUNYA IJIN
SURAT JJIN TRAYEK

Ijin sebageimana dimakgud d:lsm pusnl 2 Peraturan Daerah ini dinyataksan
bztal atan tidak berlakn legi apebila :
. Telah habis masa berlakunya Ijin dan tidak menge juken Ijin perpanjang

an

b Atag permintazan pemegang Ijin

c. Pemegang Ijin meninggal duni: dan memindahkan hzk atas Ijin kendaraan

pada pihak lain tanpa persetujuzn Kepala Daerah i

d, Pemohon atan pengusaha dinystokan pailit i

e, Melanggar ketentuan=ketentunn drlam pasel § Persturon Drerah ini

f, Melunggar ketentuan yang berloku dan atau terbukti keatuan yang Qi-~
laporkan pada waktu menga julmn permohonan Ijin tideok d-ngan keadaan
setelah berlakunya Ijin,

TAB VII
KETENTUAN PEMINDAHAN BAK ATAS SURAT IJIN TRAYEK

Pasal 8

Pemindahan hak atas Surat Ijin Treyek dinyatakan sah setelah mendapat—
kan persetujusn dari Kepals Doerah riou Pejabat yang ditunjuk olehnya.
Pagal 9

(1) Jikn pemegang Tjin meningpal dunia sebelum habis masz berlakunya
Ijin, hak atas Ijin dapat beralih kepada para azhli waris apabila
dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah saat meninggalnym pemegang ijin
ahli waris yang bersangkut:n telah memberitahuksn meksudnya secara
tertulis kepada Kepale Daerah bahwa iz tetap ingin meneruskan Ijin

tergebut

(2) Wali atau Wakil yang szh dari ahli waris yang belum cukup umr di-
anggap kussa pemegang Ijin terhadap pelaksanaan ketentuan-keten —
tuan dalam Ijin

(3) Jika ada beberapa dari ahli waris yang mengajulein permohonan, Ke—
pala Daerah dapat memerintzhlmn agar dalam wekiu ysng ditetapkan
oleh atau atas nama ahli weris itu ditujukan seorang Walkil yang
dengan demikian diakui seh sebagai pemegang Tjin, dengan keten =
tuan haris segera dibalik nama sesual ketentuan peraturan per -

undangan yang berlaku,
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Ba B VIII
KMENIUAN TENTANG INSTANST PEMUNGUT
REUTRIBUSI, FENGAWAS DAN PENYIDIKAN

Pasal 10

(1) Pemungutan Retribusi Ijin dilakuken oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota
madya Dzerah Tingket II Surabaya i

(2) Pengawnsan dan penyidikan dalam rangka peleksonaan Peraturan Daerah
ini dilakukan oleh pihak Polantag dibantu oleh pihak Prajaksa dan
Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Roya Wilayah Surabaya Kota.

Pasal 11

(1) Untuk mempermudsh pengawasan terhadap pelaksenaan Peraturan Daerah
ini, pada setizp kendarzan yang telah mendipat Ijin diberi tanda
Ijin berupa perning yang selalu tersimpan dalam kendaraan

2) Bentuk dan iei Ijin ditetapkan oleh Kepala Dzersh.
3

BAB IX
KOTENTUAN PIDANA

Pasal 12

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Drerah ini dapat diancam
dengan hukuman kurngan selama-lamanye 3 (tiga) bulan atau denda
setinggi-tinegziny~ sebesar Rp. 50,000,~ (lima puluh ribu rupiah) ;

(2) Penerapan sanksi terscbut pada ayat (1) paszl ini tidak menghapus-
kan kemunglkinan pengenman sanksi-sanksi lainnya berdasarkan keten—
tuan peraturan perundangan yang berlaku.

BADB X
KRTENTUAN PRNUTUP

Pasal 13

Dengan ditetapkesnnya Peraturan Dacrah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi
segala ketentuan-ketentusn yang telah ditetepkrn scbelumya sepanjang
Bortentangan dengan ketentuan—ketentuan delan Peraturan Daerah ini,

Pasal 14

Bal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang me-
ngenal pelaksanaannya aken diatur lebih lanjut oleh Kepala Daarah.
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Pasal 15

Persturan Daerzh ini berlaku sejak tanggsl diundangkan,

Surabaya, 8 Pebruari 1982

DEWAN PTRUAKILAN RAKYAT DAFRAH WALIFOTAIADYA KEPALA DAZRAH
KOTAMADYA DAERAH TIWGKAT IT SURABAYA TINGKAT TI SURABAYA
Ketua,
ttd ttd
H. EDDY SOETRISNQ Drs, MOEHADII MIDJAJA

Diszhlan dengan Keputusan Gubernur Kepala Ixiereh Tingkat I Jawa Ti-
mur tznggel 22 Juni 1982 Nomor 279/P tshun 1902,

A.n, GUBZRNUR KI'FALA DALRAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Agigten I Sekretaris Wilayah/])aerah

ttd

WARSITO RASMAN, MA
NIF. 010015749

Ddundangkon dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sura-
baya tahun 1982 Seri B pada tanggal 2 Agustus 1982 Nomor 6/B,

A.,n, WALTKOTA¥ADYA KFFAIA DAERAH
TINGKAT IT SURABAYA

Sekretaris Kotamadya/Dacreh
t4d

Drs. SUBAGYO KARTOSUDIRO
NIP. 010015779

Salinan seawl dengen aglinya
Sakretaris Kotomadya Daerah

Tinglnt II Surabaya

TEGO £ SOEJONO, SH

SN ﬂoozsm

o e



PERJELASAN PERATURAN DATRAH KOTAMADYA DAERAH TINGEKAT IT SURABAYA
NOMOR 3 TAHUN 1982

TENTANG
ITIN TRAYEK BAGI KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN
FENUMPANG UMUM DALAM KOTAMAIYA TAERAH TING=
KAT IT SURABAYA

FENJELASAN UMM

Porkembangan Kota Surabaya berjalan sangat pesat ditinjan dari
Yerbagai bidang, perkembangan yang pesat tersebui memuntut antara lain
perluasan dan penyempurnaan prasarana-pragarnna yang memmjang pelayan
an Peonerintah Drornh kepada mgyarakat antzre lain prasarana lalu line
tas yaitu dengan dibangunnya jalan=jalan baru dan diperbaikinya jJalur-
Jalur lalu lintas yang telah ada sebelumya mwntuk mencapai usaha ter—
sebut dibutuhkan dana yang tidak kecil jumlahrya, sehingga diperlukan

partigipasi dari warga magyarakat Kotomady: Docrah Ringlknt II Surabeya
dengan memmgut retribusi Ijin Trayek Dngi Kendaraan Bermotor Angkutan
Panumpang Umn.

Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan antara lain tentang tata
cara perdjinan, besarnya retribusi scrta ketantunn=ketontunn lain yang
berhubungan dengan trayek kendaraan bermotor angkutan Penumpang Umum.

Dengan dltetapkannya Peraturan Daerah ini landasan hulkum pe-
ngenaan pmgutan retribusi ijin trayek kendaraan bermotor angkuian
uwmum telah ditetapkan smeguai dengan ketentuan peraturan perundangan
yang berlaku,

PENJELBSAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 ¢ Cukup Jjelas j

Pasal 2 : Pejabat yang ditunjuk dalam hal ini ada-
lah Kepala Bagian Perekonomian 3

Pagal 3 dan 4

Cukup Jelas 3

Masa Uji atan Keur untuk tiap kendaraan
tidak sams satu dengan laimnya schingza
surat 1jin trayck masa berlakunya berw
besa untuk tiap-tiap kendaraan,

Pasal 5 ayat (1)

ayat (2)

Gukup jelas 3

Pasal 6 sampai dengan pasal 15 ¢ Cukup jelas.



